PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR:              TAHUN  2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio serta mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mendapatkan hak penggunaan spektrum frekuensi radionya melalui penetapan pita spektrum frekuensi radio, dipandang perlu dilakukan penyesuaian perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa penyesuaian perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah penyesuaian perhitungan BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR) menjadi BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

	Mengingat
	:
	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  4974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995).



	
	
	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR: 7 TAHUN 2009 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

	Pasal  I

	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  4974) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

a. BHP  untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau

b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Pita (BHP-P), terdiri atas:

1. biaya izin awal (up front fee); dan/atau

2. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b ditetapkan melalui tata cara :

a. Seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat; atau

b. Penyesuaian perhitungan dan penetapan besaran BHP dari BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR) menjadi BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P).
(2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P) yang ditetapkan melalui tata cara seleksi, penawaran dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

(3) Kewajiban BHP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mendapatkan hak penggunaan spektrum frekuensi radionya melalui penetapan pita spektrum frekuensi radio. 
(4) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P) yang ditetapkan melalui tata cara penyesuaian perhitungan dan penetapan besaran BHP dari BHP untuk ISR menjadi BHP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahunan.

(5) Besarnya Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P) yang ditetapkan melalui tata cara penyesuaian perhitungan dan penetapan besaran BHP dari BHP untuk ISR menjadi BHP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan formula sebagai berikut :

                 BHP-P (Rupiah) = (N x K) x I x B x C
(6) Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilainya tercantum dalam Lampiran .... Peraturan Pemerintah ini.

(7) Konstanta faktor penyesuaian N dan K, serta  konstanta total populasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

(8) Pungutan atas biaya izin awal (up front fee) dan biaya izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan.

(9) Pungutan atas biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b  butir 2  untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu Izin pita spektrum frekuensi radio berakhir wajib dilunasi setiap tahun.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P) yang ditetapkan melalui tata cara penyesuaian perhitungan dan penetapan besaran BHP dari BHP untuk ISR menjadi BHP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
(11) Pembayaran BHP-P sesuai formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan setelah ditetapkannya ketentuan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (10).


	Pasal 2

	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	


Ditetapkan  
:   di Jakarta

pada tanggal
:





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA

             PATRIALIS AKBAR

      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR…...  

PENJELASAN

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UMUM

PASAL DEMI PASAL

Pasal 4
BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi yang dikenakan bagi penyelenggara telekomunikasi yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi/lelang terdiri atas Biaya Izin Awal (up front fee) dan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan. 

BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi yang dikenakan bagi penyelenggara telekomunikasi yang ditetapkan melalui penyesuaian BHP ISR menjadi BHP-P hanya terdiri atas Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan.

Pasal 6


Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

I  = Indeks harga dasar pita frekuensi yang besarannya mengikuti karakteristik dari pita frekuensi dan direpresentasikan dalam nilai Rp/MHz

C = Konstanta yang mempresentasikan total populasi  yang diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) setelah dibagi 1000, untuk suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita frekuensi yang diberikan, dan dapat dilakukan penyesuaian. 
N = Konstanta yang merupakan faktor penyesuaian yang bersifat makro antara lain penyesuaian karena inflasi dan perubahan kebijakan fiskal. Faktor penyesuaian ini berlaku untuk seluruh pita frekuensi. 

B = Besarnya lebar pita frekuensi yang dialokasikan sesuai izin Pita frekuensi yang diberikan. 
K = Konstanta yang merupakan faktor penyesuaian yang bersifat khusus antara lain penyesuaian harga indeks di pita tertentu karena kebijakan terhadap penggunaan pita frekuensi tertentu untuk teknologi dan/atau jenis layanan tertentu. 

sebagai contoh K dapat digunakan untuk :

· penyesuaian angka populasi yg disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi. 
· penyesuaian angka harga indeks di spesifik pita frekuensi karena situasi khusus.
Untuk saat ini perhitungan N dan K merupakan satu kesatuan nilai. Namun, untuk kedepannya, nilai N dan K akan dihitung secara terpisah.
Contoh penghitungan :

- (NxK) = 12,54

- B = 1 MHz

- I = Rp. 6285/MHz (contoh indeks harga untuk pita frekuensi CDMA 850 MHz)

- C = 240.300 kilopops

Maka :

BHP-P (pita frekuensi 850MHz)
= (N x K) x I x B x C






=  (12,54) x 6285 x 1 x 240.300






=  Rp. 18,94 Milyar per MHz

LAMPIRAN :
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TANGGAL ……..

Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi (I) Untuk Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP-P) yang ditetapkan melalui tata cara penyesuaian perhitungan dan penetapan besaran BHP dari BHP untuk ISR menjadi BHP-P

	Frekuensi Bawah (MHz)
	Frekuensi Atas (MHz)
	Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi (I)

(Rp/MHz)

	0,09
	0,03
	17571

	0,03
	0,3
	15047

	0,3
	3
	12524

	3
	30
	10000

	30
	88
	8821

	88
	108
	8596

	108
	300
	7476

	300
	410
	7134

	410
	825
	6368

	825
	890
	6285

	890
	960
	6202

	960
	1710
	5569

	1710
	1880
	5465

	1880
	1920
	5442

	1920
	2170
	5308

	2170
	2690
	5072

	2690
	3400
	4816

	3400
	4500
	4508

	4500
	5000
	4393

	5000
	8500
	3811

	8500
	11700
	3461

	11700
	12750
	3367

	12750
	15400
	3160

	15400
	22000
	2769

	22000
	31300
	2383

	31300
	52600
	1814
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